
BUPATITUBAN 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NO MOR 4 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TUBAN, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Interim Badan 

Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah 

Kabupaten Tuban Tahun 2018 tertuang mengenai Aset Tetap 

yang dihentikan penggunaannya dalam kegiatan operasional 

(dan dipindahkan ke Aset Lain-lain) tetap dihitung 

penyusutannya dan disajikan pada Neraca Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati 

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Tuban; 

1 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

41)  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 



2. Undang-Undang 
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Nomor 28 Tahun 1999 ten tang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2011  tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 



.. 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011  

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011  ten tang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada 

Pemerintah Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E 

Nomor 21) ;  

2 1 .  Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban (Berita 

Daerah Kabupaten Tahun 2014 Seri E Nomor 18) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban (Berita 

Daerah Kabupaten Tahun 2014 Seri E Nomor 18); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tuban 

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2014 Seri E 

Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 73 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban 

(Berita Daerah Kabupaten Tahun 2014 Seri E Nomor 18) diubah 

sebagai berikut: 
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Ketentuan dalam Bab KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP, 

Huruf C. Perihal Penyusutan, angka 7 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

7. Aset tetap disusutkan selama aset terse but memberikan 

manfaat atau berproduksi. Ada kalanya suatu aset tidak 

dapat berproduksi atau tidak digunakan karena berbagai 

alasan. Oleh karena tidak digunakan maka seharusnya aset 

yang bersangkutan tidak disusutkan bahkan harus 

dipindahkan ke kelompok aset lain-lain. Pemindahan ke aset 

lain-lain dapat digunakan dapat dilakukan apabila aset tetap 

tersebut tidak berproduksi atau tidak digunakan secara 

permanen. Akan tetapi jika hanya tidak berproduksi 

sementara aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lain­ 

lain. Jika digunakan metode penyusutan berdasarkan unit 

produksi maka secara otomatis penyusutan tidak dihitung. 

Akan tetapi jika digunakan adalah metode garis lurus atau 

saldo menurun ganda penyusutan atas aset tetap tersebut 

tetap dihitung. Hal ini dilakukan dengan alasan aset tetap 

tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak 

digunakan, Aset lain-lain berupa: 

a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen 

sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola 

Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan 

b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang 

yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk 

dilakukan penghapusan. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Toban. 

Ditetapkan di Tuban 

pada tanggal 4 Maret 2019 

Diundangkan di Tuban 

pada tanggal 4 Maret t-�1, 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TUBAN, 

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2019 SERIE NOMOR 3 


